
  

 

KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA ERA PRESIDEN JOKO 

WIDODO DI LAUT NATUNA UTARA TAHUN 2014-2019 

 

 

 

(Skripsi) 

 

 

Oleh 

 

 

ZULEIKA ZIHNY MADTARA 

NPM 2056071022 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2024 

  



 

 

ABSTRAK 

 

 

KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA ERA PRESIDEN JOKO 

WIDODO DI LAUT NATUNA UTARA TAHUN 2014-2019 

 

 

Oleh 

 

 

ZULEIKA ZIHNY MADTARA 

 

 

Laut Natuna Utara merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI). Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 

(UNCLOS) 1982, Laut Natuna Utara termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif 

(ZEE) Indonesia. Namun, Tiongkok mengklaim wilayah perairan tersebut dengan 

mengeluarkan peta Nine Dash Line atau sembilan garis putus-putus. Klaim 

Tiongkok terhadap Nine Dash Line mencakup perairan yang juga dimiliki oleh 

negara-negara di sekitar Laut Tiongkok Selatan. Klaim ini memicu konflik 

antarnegara karena adanya kepentingan di kawasan tersebut, termasuk 

kepentingan Indonesia. 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kepentingan nasional Indonesia 

pada Era Presiden Joko Widodo di Laut Natuna Utara. Teori yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teori kepentingan nasional yang dikemukakan oleh 

Donald E. Nuechterlein. Metode yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif, 

didukung oleh data sekunder yang diambil dari laman resmi Kementerian Luar 

Negeri, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, serta sumber daring seperti Kompas, CNN, BBC, dan sumber relevan 

lainnya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan nasional Indonesia di 

Laut Natuna Utara berhubungan dengan visi Poros Maritim Dunia Presiden Joko 

Widodo. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa kepentingan nasional 

Indonesia di kawasan tersebut mencakup kepentingan pertahanan, ekonomi, tata 

internasional, dan ideologi. Dalam hal kepentingan pertahanan, Indonesia 

menunjukkan komitmennya untuk melindungi kedaulatan wilayah sembari 

menghindari peningkatan konflik militer di kawasan. Pada kepentingan ekonomi 

Indonesia mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kemampuan ekspor-

impor di wilayah tersebut. Pada kepentingan tata internasional Indonesia berupaya 

melalui diplomasi dan politik militer dalam mempromosikan perdamaian. Pada 

kepentingan ideologi Indonesia menjaga identitas sebagai negara kepulauan. 

 

Kata Kunci : Kepentingan Nasional Indonesia, Klaim Tiongkok, Laut Natuna 

Utara, Nine Dash Line, Presiden Joko Widodo. 
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ABSTRACT 

 

 

INDONESIA NATIONAL INTERESTS IN THE ERA OF PRESIDENT 

JOKO WIDODO IN THE NORTH NATUNA SEA IN 2014-2019 

 

 

By 

 

 

ZULEIKA ZIHNY MADTARA 

 

 

The North Natuna Sea is part of the territory of the Unitary State of the 

Republic of Indonesia (NKRI). According to the United Nations Convention on 

the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, the North Natuna Sea falls within 

Indonesia's Exclusive Economic Zone (EEZ). However, China has claimed this 

maritime area by issuing the Nine Dash Line map. China's claim over the Nine 

Dash Line includes waters that also belong to neighboring countries around the 

South China Sea. This claim has triggered conflicts among nations due to the 

competing interests in the region, including Indonesia's interests. This research 

aims to describe how Indonesia's national interests during the presidency of Joko 

Widodo in the North Natuna Sea. The theory used in this study was the national 

interest theory proposed by Donald E. Nuechterlein. This research used a 

descriptive qualitative method, supported by secondary data obtained from the 

official websites of the Ministry of Foreign Affairs, the Cabinet Secretariat of the 

Republic of Indonesia, the Ministry of Marine Affairs and Fisheres, this research 

also used online sources such as Kompas, CNN, BBC, and other relevant sources. 

The research found research result that Indonesia's national interests in the North 

Natuna Sea are related to President Joko Widodo's vision of the Global Maritime 

Axis. Furthermore, the study found that Indonesia's national interests in the region 

encompass defense, economic, international order, and ideological interests. 

Regarding defense interests, Indonesia has demonstrated its commitment to 

protecting its territorial sovereignty while avoiding an escalation of military 

conflicts in the area. In terms of economic interests, Indonesia has supported 

economic activities and enhanced its import-export capabilities in the region. 

Regarding international order interests, Indonesia has strived through diplomacy 

and military policy to promote peace. In terms of ideological interests, Indonesia 

has maintained its identity as an archipelagic state. 

 

Keywords: Indonesian National Interests, Tiongkok Claims, North Natuna Sea, 

Nine Dash Line, President Joko Widodo.  
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‘‘  Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. ”  

(Al- Insyirah: 6)   

 

 

“ Do not let one worry make you forget a thousand blessing. ” 

 

 

“Every page you turn is a step closer to your dreams.  

Keep studying, keep striving.” 

 

 

“ Tidak ada yang menyakitimu kecuali itu pikiranmu. Tidak ada yang 

membatasimu kecuali ketakutanmu. Tidak ada yang mengendalikan kamu kecuali 

itu keyakinanmu.” 

- Jalaluddin Rumi 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara 

Indonesia memiliki wilayah lautan yang sangat luas, perbatasan pantai terpanjang, 

objek wisata laut, keanekaragaman hayati laut bahkan Indonesia dijuluki sebagai 

marine mega-biodiversity dengan berbagai spesies terbesar seperti ikan, terumbu 

karang, dan rumput laut (Hidayat, 2017). Menurut Pusat Hidro Oceanografi 

Angkatan Laut, luas perairan Indonesia adalah 6.400.000 km2, sedangkan luas 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah daratan dan 

perairan adalah 8.300.000 km2 dengan Garis pantai Indonesia memiliki panjang 

108.000 km (Pushidrosal, 2018). Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki 

banyak kepulauan, salah satunya adalah Kepulauan Natuna. Kepulauan Natuna 

merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kepulauan 

Natuna memiliki kawasan yang disebut dengan Laut Natuna Utara. Laut Natuna 

Utara terletak di utara Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. 

Perairan ini berbatasan di utara dengan Selat Karimata serta dengan laut 

Singapura, Vietnam, dan Malaysia.  

 

 

Gambar 1. Peta Letak Kepulauan Natuna 

(Menpan, 2020) 
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Laut Natuna Utara terletak di antara Kalimantan dan Semenanjung 

Malaysia, serta mencakup bagian selatan Laut Tiongkok Selatan. Selain itu, laut 

ini juga berbatasan dengan bagian selatan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 

Vietnam dan Malaysia, menjadikannya wilayah perairan yang strategis dan 

kompleks dari segi geopolitik maritim (Natunakab, 2013). Dalam ZEE serta 

landas kontinen Indonesia mempunyai hak berdaulat dalam mengelola serta 

mendayagunakan SDA (Sumber Daya Alam) pada wilayah tersebut dari Indonesia 

juga mempunyai menentukan perairan kepulauan yang berada pada garis pangkal 

kepulauan serta perairan pedalaman di wilayah tersebut. Hak-hak ini ditentukan 

pada UNCLOS 1982 sebagaimana telah dilakukan ratifikasi oleh Indonesia 

melalui UU nomor 17 tahun 1985, wilayah Laut Natuna Utara termasuk dalam 

ZEE Indonesia. Dalam zona ini Indonesia mempunyai hak kedaulat dalam 

melaksanakan eksploitasi, eksplorasi, konservasi serta manajemen SDA hayati 

maupun non hayati melalui dasar laut serta tanah di bagian bawah, termasuk 

perairan di atasnya. Selain itu, Indonesia juga berhak melakukan kegiatan 

ekonomi lain contohnya pembangkit tenaga melalui angin, air, dan arus (Joko, 

2005).  

Namun, pada tahun 1947, terjadi sengketa di Laut Tiongkok Selatan yang 

melibatkan Tiongkok sebagai aktor utama. Tiongkok mengajukan klaim terhadap 

wilayah tersebut melalui peta yang dikenal sebagai Nine Dash Line. Nine Dash 

Line merupakan sebuah peta teritorial yang menandai batas wilayah secara 

imajiner dengan menggunakan sembilan garis putus-putus, dengan tujuan untuk 

mengklaim sebagian besar perairan Laut Tiongkok Selatan, yakni sekitar 90% dari 

wilayah tersebut (Suastha & Dewi, 2016). Tiongkok menggunakan klaim sejarah 

kuno untuk mendukung klaimnya atas Laut Tiongkok Selatan, merujuk pada 

penemuan oleh Dinasti Han pada abad ke-2 Masehi. Klaim ini pertama kali 

diajukan oleh pemerintah Nasionalis Tiongkok pada tahun 1947, kemudian pada 

tahun 1953 disederhanakan menjadi Nine Dash Line setelah penghilangan dua 

garis di sekitar Teluk Tonkin (Shabrina, 2017). Tiongkok mengklaim bahwa 

pulau-pulau di Laut Tiongkok Selatan termasuk dalam wilayah teritorialnya 

berdasarkan batas Nine Dash Line. Klaim ini memicu tanggapan tegas dari 

negara-negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Taiwan, Vietnam, dan Brunei 
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Darussalam, karena mereka juga menganggap wilayah tersebut sebagai bagian 

dari kepentingan mereka (Goh, 2005).  

 

 

Gambar 2. Peta Nine Dash Line 

(Tiongkokusfocus, 2015) 

 

Laut Tiongkok Selatan mencakup area seperti Kepulauan Paracels, Spratly, 

Karang Scarborough, dan Dangkalan Macclesfield dengan luas sekitar 3,5 juta 

kilometer persegi. Ini mencakup 39% dari wilayah laut Asia Tenggara dan sekitar 

2,5% dari total luas lautan dunia (Ruyat, M.Eng, 2017). Wilayah ini merupakan 

salah satu perairan terbesar di dunia dan memiliki posisi strategis dalam hal 

ekonomi, politik, serta keamanan. Oleh karena itu, kawasan ini memiliki potensi 

besar untuk kerja sama antarnegara. Laut Tiongkok Selatan juga kaya akan 

sumber daya alam. Berdasarkan data dari United States Energy Information 

Administration (EIA), kawasan ini memiliki cadangan minyak sebesar 11 miliar 

barel dan cadangan gas alam mencapai 190 triliun kaki kubik. Sumber daya 

hidrokarbon di wilayah ini sangat penting sebagai pasokan energi. Selain itu, 

menurut konsultan energi Wood Mackenzie, terdapat tambahan cadangan minyak 

dan gas sebesar 2,5 miliar barel di kawasan tersebut (Muhammad & Maksum, 

2016). Laut Tiongkok Selatan terdiri dari ratusan pulau kecil, sebagian besar tidak 

berpenghuni dan menjadi sengketa di antara negara-negara sekitarnya. 

Klaim tumpang tindih dilakukan oleh Tiongkok pada sejumlah pulau di 

Laut Tiongkok Selatan berdasarkan peta Nine Dash Line. Pada tahun 1909, 

Tiongkok merebut Pulau Xisha (Paracel), dan pada tahun 1946, Pulau Itu Aba 

(Spratly) serta Pulau Phu Lan (Paracel) juga menjadi wilayah yang diklaim. 

Agresivitas Tiongkok berlanjut pada tahun 1950-an dengan merebut Pulau Hoang 
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Sa (Paracel), yang kemudian diulangi pada tahun 1974 melalui tindak kekerasan. 

Selain klaim kedaulatan, keberadaan sumber daya alam seperti minyak dan gas 

bumi di Kepulauan Spratly dan Paracel diyakini menjadi faktor utama sengketa. 

Konflik di kawasan Laut Tiongkok Selatan, terutama di Kepulauan Spratly, 

memuncak pada 1970-an setelah krisis minyak 1973, menyebabkan ketegangan 

antara negara-negara di sekitar wilayah tersebut. Berbagai insiden bersenjata 

terjadi, seperti antara Tiongkok dan Vietnam di Johnson South Reef pada 1988, 

pendudukan Tiongkok atas Karang Mischief pada 1995, serta baku tembak antara 

kapal perang Tiongkok dan Filipina di dekat Pulau Campones pada 1996. Insiden-

insiden ini menunjukkan bahwa sengketa di Laut Tiongkok Selatan berpotensi 

memicu konflik terbuka kapan saja (Parandaru, 2024). 

Indonesia awalnya tidak terlibat pada masalah Laut Tiongkok Selatan. 

Indonesia mulai terlibat setelah Tiongkok mengklaim perairan Natuna pada 

kabupaten Natuna menjadi bagian dari klaim Nine Dash Line. Klaim ini memicu 

protes tegas dari Indonesia terhadap tindakan Tiongkok yang tanpa izin 

memasukkan wilayah perairan kabupaten Natuna ke dalam daerah maritimnya. 

Ketidaksetujuan Indonesia terhadap klaim Nine Dash Line di Laut Tiongkok 

Selatan berdampak pada berkurangnya kedaulatan Indonesia terkait wilayah ZEE 

pada kepulauan Natuna dan kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran atas 

gangguan stabilitas keamanan perairan Indonesia maupun pendayagunaan sumber 

daya melalui ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara  (Novianto et al., 2020).  

Vietnam sebagai sebuah negara yang memiliki wilayah pada kawasan Laut 

Tiongkok Selatan merespon ZEE Indonesia di Laut Tiongkok Selatan ditandai 

dengan kesepakatan untuk menggambarkan batas-batas maritim mereka, yang 

mengakhiri negosiasi selama 12 tahun. Kesepakatan ini, ditandatangani pada 

bulan Desember 2022, bertujuan untuk menyelesaikan klaim ZEE yang tumpang 

tindih dan meningkatkan hubungan bilateral, khususnya terkait masalah 

penangkapan ikan ilegal. Kedua negara memandang hal ini sebagai langkah 

strategis terhadap klaim ekspansif Tiongkok di kawasan tersebut, yang 

menegaskan kembali komitmen mereka terhadap norma-norma maritim 

internasional berdasarkan UNCLOS (Strangio, 2022). 
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Pada pertengahan tahun 2017, tepatnya bulan Juli, Presiden Joko Widodo 

melalui pemerintah di Indonesia melaksanakan pembaharuan atas daerah perairan 

NKRI, di mana salah satu langkah yang diambil adalah mengubah nama wilayah 

perairan Natuna. Laut Natuna Utara adalah istilah yang diterapkan untuk merujuk 

kepada Natuna bagian utara yang memiliki perbatasan langsung terhadap laut 

Tiongkok Selatan dan pemilihan nama ini didasarkan pada penggunaan umum 

oleh industri migas aktif pada daerah tersebut untuk aktivitas eksplorasi maupun 

eksploitasi minyak dan gas (Antara News, 2017). Perubahan nama yang dilakukan 

bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai kedaulatan, dasar hukum, serta 

keamanan bagi penduduk di wilayah Natuna. Dengan harapan di masa mendatang, 

tindakan ini akan mencegah klaim sepihak dari negara lain terhadap wilayah 

perairan tersebut (Sutari, 2019). 

Pendekatan pemerintah Indonesia atas mekanisme penyelesaian konflik 

pada laut Tiongkok Selatan sudah berganti yang awalnya pendekatan politik aktif 

dengan upaya mencari penyelesaian dari konflik. Meskipun Indonesia adalah 

negara bukan pengklaim atau non claimant state namun perlahan sikap Indonesia 

mulai berubah ketika era pemerintahan Joko Widodo. Kebijakan pemerintahan 

Joko Widodo difokuskan untuk melindungi kepentingan Indonesia pada area 

kepulauan Natuna dan berupaya semaksimal mungkin untuk meredam konflik 

lebih lanjut dengan Tiongkok. Kebijakan luar negeri di Indonesia ini mengalami 

perubahan sebab adanya optimalisasi intensitas maritim yang dilanggar oleh 

Tiongkok pada daerah perairan kepulauan Natuna. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Laut Natuna Utara berdasarkan UNCLOS 1982 merupakan Zona Ekonomi 

Ekslusif (ZEE) Indonesia. Namun, terjadi klaim sepihak yang dilakukan oleh 

Tiongkok terhadap peta Nine Dash Line salah satunya meliputi wilayah Laut 

Natuna Utara. Klaim Nine Dash Line juga menyebabkan terjadinya konflik 

tumpang tindih di Laut Tiongkok Selatan terhadap negara-negara di kawasan 

seperti Malaysia, Filipina, Taiwan, Vietnam, dan Brunei Darussalam karena 

dianggap telah merugikan kepentingan mereka yang juga mengklaim sebagian 
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wilayah Laut Tiongkok. Pemerintah Indonesia era pemerintahan Presiden Joko 

Widodo dikatakan sebagai pemerintah yang memperlihatkan paradigma baru yang 

lebih aktif bahkan menjadi negara yang terlibat dalam konflik tersebut. Berangkat 

dari perubahan sikap tersebut, peneliti berasumsi bahwa Indonesia memiliki 

kepentingan tersendiri untuk terlibat dalam konflik yang terjadi Laut Tiongkok 

Selatan sehingga memunculkan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

“Bagaimana Kepentingan Nasional Indonesia Era Presiden Joko Widodo di 

Laut Natuna Utara?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:  

1.  Mendeskripsikan konflik yang terjadi Laut Natuna Utara. 

2. Menjelaskan kepentingan nasional Indonesia Era Presiden Joko Widodo di Laut 

Natuna Utara.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini dilakukan dengan harapan penelitian ini dapat 

memberikan kontribusi akademis dalam memahami teori kepentingan nasional, 

khususnya terkait dengan Kepentingan Nasional Indonesia pada masa 

pemerintahan Presiden Joko Widodo di wilayah Laut Natuna Utara. Selain itu, 

penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pembaca yang tertarik pada isu-

isu kemaritiman dan kepentingan nasional. 

. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai upaya untuk mengidentifikasi 

perbandingan serta memunculkan ide-ide baru. Penelitian sebelumnya 

memberikan landasan bagi peneliti untuk melanjutkan kajian dengan topik serupa 

dan menambah kebaruan dalam penelitian. Bagian ini mencakup pengumpulan 

hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas, baik dari 

publikasi yang sudah terbit maupun yang masih dalam proses. Dalam penelitian 

ini, penulis memanfaatkan temuan-temuan penelitian sebelumnya yang berkaitan 

dengan judul yang dipilih penulis, yaitu “Kepentingan Nasional Indonesia Era 

Presiden Joko Widodo di Laut Natuna Utara.” 

 

Pertama, Sekar Tanjung Ajita, Syamsunasir, dan Bayu Setiawan, penelitian 

ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan konsep kepentingan 

nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa kepemilikan Laut 

Tiongkok Selatan antara Tiongkok dan beberapa negara seperti Vietnam, Brunei 

Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Taiwan masih belum terpecahkan. Meskipun 

Indonesia tidak mengklaim wilayah tersebut, kepentingan strategisnya di 

Kepulauan Natuna yang berbatasan langsung dengan laut itu tetap ada. Indonesia 

memiliki dua kepentingan utama: kelangsungan hidup negara dan kedaulatan serta 

stabilitas regional. Kedua kepentingan ini saling terkait dengan dinamika sengketa 

dan dapat ditangani melalui pendekatan kekuatan lunak dan keras (Ajita et al., 

2021). 

Kedua, Rio Yusri Maulana, dan Moh. Arief Rakhman, penelitian ini 

menggunakan pendekatan deskriptif analitis, dengan menggunakan teori 

kepentingan nasional dan konsep tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Laut Natuna Utara, yang sebelumnya dikenal 

dengan nama berbeda, berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan. Perubahan 
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nama ini merupakan respons terhadap klaim sepihak Tiongkok, yang mendorong 

Indonesia memperkuat kehadiran militernya di Natuna. Penelitian ini menyoroti 

risiko yang dihadapi Indonesia dalam hal stabilitas politik, serta keseimbangan 

antara pendekatan lunak dan keras dalam mengelola konflik di wilayah tersebut  

(Maulana & Rakhman, 2020). 

Ketiga, Fahri Wijaya Gunawan, Dina Aulia, Andriyana, Nandika Rahman 

Fajar, dan Diki Jafar Sidiq, penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka, 

dengan menggunakan teori interdependensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

hubungan Indonesia dan Tiongkok dalam konflik di Laut Natuna berlangsung 

secara independen. Teori interdependensi menunjukkan bahwa perdamaian dapat 

dicapai melalui saling ketergantungan. Meskipun ada kerjasama di berbagai 

sektor, klaim Tiongkok atas Laut Natuna, yang merupakan zona ekonomi 

eksklusif Indonesia, tetap menjadi sumber konflik (Gunawan et al., 2023). 

Keempat, Miftahuddin, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, 

dengan menggunakan konsep poros maritim dunia. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Presiden Joko Widodo memperkenalkan konsep Indonesia sebagai Poros 

Maritim Dunia untuk menjadikan Indonesia negara maritim yang kuat dan 

berdaulat. Konsep ini menyatukan pandangan Indonesia tentang kepulauan dalam 

aspek ekonomi, politik, dan keamanan. Implementasi visi ini terlihat dalam 

regulasi presiden dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dengan 

Kabupaten Natuna sebagai pusat strategis pembangunan (Miftahuddin, 2024). 

Kelima, Yugolastarob Komeini, Nurmasari Situmeang, dan Fadra, 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan konsep 

geopolitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia merespons tantangan 

geopolitik untuk melindungi kedaulatan dan sumber daya laut di Natuna. Faktor 

sejarah yang digunakan oleh Tiongkok mempengaruhi kedaulatan Indonesia. 

Sebagai langkah geopolitik, Indonesia mengubah nama wilayah dan merancang 

peta baru untuk mengatasi ancaman ini, serta menyesuaikan diri dengan 

perkembangan geopolitik demi kepentingan nasional (Komeini & Situmeang, 

2018). 

Keenam, Yuli Ari Sulistyani, Marina Ika Sari, dan Andhini Citra Pertiwi, 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan konsep 
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kepentingan nasional dan geostrategi dan geopolitik. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sejak 2010, Indonesia terlibat dalam sengketa Laut Tiongkok 

Selatan akibat klaim Tiongkok di Natuna. Di bawah pemerintahan Joko Widodo, 

Indonesia menggunakan diplomasi dan kekuatan militer untuk melindungi 

kepentingan nasionalnya. Pemerintah terus meningkatkan koordinasi antar 

lembaga untuk mencari solusi damai dan menciptakan stabilitas di ASEAN 

(Sulistyani et al., 2021).  

Ketujuh, Aaron L Connelly, penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif, dengan menggunakan teori diplomasi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa di bawah Joko Widodo, Indonesia lebih cenderung menggunakan tindakan 

sepihak untuk memperkuat posisinya di Natuna. Namun, diplomasi Indonesia di 

ASEAN terkait Laut Tiongkok Selatan belum efektif, terutama karena sikap non-

blok dan keinginan untuk menjaga hubungan baik dengan Tiongkok demi 

investasi (Connelly, 2016). 

Kedelapan, Ramdhan Muhaimin, penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif, dengan menggunakan konsep kepentingan nasional dan teori 

sekuritisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggantian peta baru NKRI 

pada tahun 2017, termasuk penamaan ulang wilayah perairan di utara Natuna 

sebagai Laut Natuna Utara, memicu protes dari Tiongkok. Meskipun hubungan 

bilateral belum terganggu, langkah ini menunjukkan upaya Indonesia untuk 

menjaga kedaulatan maritimnya. Pembuatan peta baru melibatkan sumber daya 

nasional dan pernyataan diplomatik serta merupakan kelanjutan dari usaha 

mempertahankan kedaulatan maritim sejak Deklarasi Djuanda tahun 1957 

(Muhaimin, 2018). 

Kesembilan, Miss Febrianti Tentyana S Tarno, penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan konsep kebijakan luar 

negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia di 

bawah Joko Widodo mengalami perubahan terkait sengketa Natuna dan ambisi 

menjadi Poros Maritim Dunia. Meskipun sikap netral Indonesia dalam sengketa 

Laut Tiongkok Selatan terlihat ambigu, penelitian menegaskan bahwa ini 

merupakan bagian dari identitas yang terkonstruksi. Tantangan bagi pemerintahan 
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Joko Widodo adalah mewujudkan visi ini sambil mempertahankan kedaulatan dan 

peran mediasi di kawasan (Tarno, 2017). 

Kesepuluh, Poltak Partogi Nainggolan, penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif, dengan menggunakan teori balance of power. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa respons beragam negara Asia Tenggara terhadap 

Poros Maritim Dunia yang diusung Joko Widodo. Walaupun banyak negara 

mendukung proposal infrastruktur maritim, ketegangan muncul ketika Indonesia 

menerapkan penegakan hukum tegas terhadap penangkapan ikan ilegal. 

Koordinasi antar lembaga dan upaya diplomasi diperlukan untuk menghindari 

kompleksitas dalam penegakan hukum, dengan memperkuat peran Bakamla dan 

pembentukan Komisi Maritim oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai mitra 

efektif (Nainggolan, 2015). 

 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, terdapat 

persamaan dan perbedaan yang ditemukan oleh penulis di dalam penelitian 

terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh penulis. Pada persamaan penelitian, 

terletak pada pembahasan mengenai konflik yang terjadi di Laut Natuna Utara dan  

kepentingan nasional Indonesia di Laut Natuna Utara. Terdapat juga perbedaan 

antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang, yaitu pada penelitian 

ini, peneliti mencoba untuk menyoroti keaktifan pada era kepemimpinan Presiden 

Joko Widodo di Laut Natuna Utara. Keaktifan itu sendiri akan dideskripsikan 

melalui kepentingan nasional Indonesia di Laut Natuna Utara. Penelitian ini juga 

berupaya untuk memperbanyak penelitian terkait kepentingan nasional Indonesia 

di Laut Natuna Utara Era Presiden Joko Widodo menggunakan teori kepentingan 

nasional (national interest) dan peneliti menjelaskannya melalui indikator 

kepentingan nasional menurut Donald E. Nuechterlein. 

 

 

 

2.2 Landasan Teoritis 

 

Studi Hubungan Internasional menggunakan berbagai teori sebagai dasar untuk 

menganalisis peristiwa masa kini, masa lalu, dan masa depan. Dalam penelitian 

ini, teori kepentingan nasional digunakan untuk mengidentifikasi kepentingan 
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nasional Indonesia di Laut Natuna Utara pada Era Presiden Joko Widodo. 

Pemilihan teori ini membantu memberikan panduan dalam menjawab pertanyaan 

penelitian. 

 

 

 

2.2.1 Teori Kepentingan Nasional 

 

Kepentingan nasional merupakan teori dasar yang mempengaruhi 

pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri setiap negara. Istilah ini 

memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai alat untuk menggambarkan, 

membenarkan, atau menentang kebijakan luar negeri. Kedua, sebagai sarana 

analisis untuk memahami dan menjelaskan perilaku negara di tingkat 

internasional. Kepentingan nasional yang menjadi landasan kebijakan luar negeri 

umumnya berfokus pada akuisisi kekuasaan, yang memungkinkan negara tersebut 

mempengaruhi atau mengendalikan negara lain. Kepentingan nasional juga 

berkaitan erat dengan prinsip penentuan nasib sendiri, yang memberi hak kepada 

kelompok nasional untuk mengatur diri sendiri dan membentuk komunitas politik 

yang mandiri, di mana kedaulatan terletak pada negara tersebut. Dalam hubungan 

internasional modern, kebijakan negara tidak lagi diputuskan oleh kepentingan 

pribadi penguasa, tetapi oleh kepentingan dan ambisi bangsa secara keseluruhan 

(Carr, 1945). 

Hadirnya kepentingan nasional datang melalui eksistensi kedudukan 

sebuah negara dengan keperluan tersebut bisa ditinjau melalui keadaan internal 

yakni militer, sosial budaya, politik hingga ekonomi. Kepentingan tersebut hadir 

berdasarkan kekuatan atau kekuasaan yang hendak diciptakan dengan orientasi 

suatu negara mampu mencapai pengakuan dunia akibat kepentingan nasional 

tersebut dan peranannya untuk menjadi suatu modal dasar dalam merancang 

kebijakan luar negeri sehingga kepala negara bisa diterapkan untuk memaparkan 

perilaku politik pada sebuah negara (Sitepu, 2011). 

Daniel S. Papp mendefinisikan kepentingan nasional sebagai tujuan yang 

dicapai untuk memenuhi kebutuhan bangsa dan mewujudkan cita-cita yang 

diinginkan. Dua aspek utama kepentingan nasional adalah keamanan, yang 

mencakup kelangsungan hidup rakyat dan wilayah, serta kesejahteraan. Kedua 
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aspek ini, keamanan dan kesejahteraan sangat penting bagi setiap negara (Papp, 

1988). Sementara itu, Jack C. Plano dan Roy Olton menjelaskan bahwa 

kepentingan nasional adalah tujuan utama yang memandu pembuat kebijakan luar 

negeri. Konsep ini sangat luas, namun esensial bagi suatu negara. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi kepentingan nasional meliputi kedaulatan, keutuhan wilayah, 

kemerdekaan, kesejahteraan ekonomi, dan keamanan militer (Plano & Olton, 

1982). 

Hans J. Morgenthau mendefinisikan kepentingan nasional menjadi 

kapabilitas dasar oleh sebuah negara dalam mempertahankan, memproteksi, dan 

melindungi identitas fisik, politik, serta budaya atas ancaman negara lain. Melalui 

kepentingan nasional negara hendak mempertimbangkan banyak hal dalam 

mengambil kebijakan baik lewat kerjasama dan konflik. Kepentingan nasional tak 

ditetapkan dari kemauan individu atau pihak yang terlibat melainkan negara perlu 

menggunakan kapabilitas nasionalnya untuk menentukan kebijakan luar negeri 

(Morgenthau et al., 1997). Menurut Nuechterlein, kepentingan nasional adalah 

keadaan di mana keinginan dan kebutuhan suatu negara berdaulat dipengaruhi 

oleh interaksi dengan negara lain dan faktor eksternal (Nuechterlein, 1976). 

Menurut Scott Bruchil, kepentingan nasional dapat digunakan untuk menjelaskan 

kebijakan luar negeri dan sebagai alat analisis untuk memahami perilaku negara 

dalam hubungan internasional. Kepentingan nasional juga membentuk tindakan 

politik, seperti mempertahankan, mengusulkan, atau menentang kebijakan 

(Burchill, 2005). 

Kepentingan nasional merupakan berbagai tujuan yang hendak diraih oleh 

keperluan suatu hubungan negara maupun bangsa serta cita-cita yang hendak 

diwujudkan. Secara minimal hal tersebut meliputi integritas wilayah, 

keberlangsungan hidup bangsa, dan kemerdekaan. Namun, definisi tentang 

keberlangsungan hidup nasional dapat bervariasi bergantung pada keadaan yang 

telah ditangani oleh setiap negara (Dougherty & Robert L, 1971).  Kepentingan 

nasional sering menjadi ukuran utama untuk para pengambil kebijakan di setiap 

negara sebelum melakukan tindakan atau sikap. Setiap langkah dalam kebijakan 

luar negeri perlu disandarkan terhadap kepentingan nasional serta ditujukan dalam 
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meraih maupun memproteksi hal-hal yang dianggap menjadi kepentingan nasional 

(Rudy, 2002). 

Setiap negara mempunyai kepentingan nasional yang meliputi keamanan, 

kebahagiaan, kebebasan, kesejahteraan, kemerdekaan, kedaulatan, keterlibatan, 

keadilan, dan kemakmuran. Tingkat pencapaian sasaran-sasaran ini bergantung 

pada seberapa pentingnya sasaran tersebut bagi negara tersebut. Kepentingan 

nasional dirumuskan berdasarkan berbagai pertimbangan terkait kapabilitas 

negara, yang kemudian terintegrasi dalam kekuasaan. Kekuasaan ini memiliki 

peran krusial dalam menjalankan strategi untuk mencapai kepentingan nasional. 

Dalam merumuskan kepentingan nasional, pencapaian tujuan kebijakan luar 

negeri sangat dipengaruhi oleh peluang dan kendala yang terdapat di lingkungan 

eksternal. Para pengambil keputusan harus cermat dalam menganalisis dan 

mengidentifikasi peluang serta kendala yang ada, sehingga dapat memaksimalkan 

peluang di tengah persaingan global yang semakin ketat, sembari meminimalkan 

kendala yang ada maupun yang mungkin terjadi (Kadir & Triwahyuni, 2013).  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori kepentingan nasional 

menurut Donald E. Nuechterlein dalam buku berjudul “National Interest and 

Foreign Policy: A Conceptual Framework  for Analysis and Decision Making”. 

Donald E. Nuechterlein menyatakan bahwa dalam perspektif hubungan 

internasional, tindakan suatu negara terhadap negara lain dipengaruhi oleh 

berbagai faktor yang berkaitan dengan kepentingan nasionalnya masing-masing 

(Nuechterlein, 1976). Nuechterlein membagi kepentingan nasional menjadi empat 

indikator yaitu: 

 

1. Defence Interest atau Kepentingan Pertahanan, meliputi perlindungan 

negara dan warganya dari ancaman kekerasan fisik yang datang dari 

negara lain, serta ancaman yang berasal dari luar terhadap sistem 

pemerintahannya. 

2. Economic Interest atau Kepentingan Ekonomi, berfokus pada peningkatan 

kesejahteraan atau ekonomi negara. 

3. World Older Interest atau Kepentingan Tata Internasional, berkaitan 

dengan upaya untuk mempertahankan sistem politik dan ekonomi 
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internasional yang menguntungkan bagi negara dan warganya dalam 

bertransaksi dengan pihak atau negara lain. 

4. Ideological Interest atau Kepentingan Ideologi, mengacu pada 

perlindungan atau pertahanan ideologi negara dari ancaman ideologi 

negara lain. 

Peneliti memanfaatkan indikator analisis dari Indikator dari Donald E. 

Nuechterlein karena relevan dengan kepentingan nasional Indonesia era Presiden 

Joko Widodo di Laut Natuna Utara karena kerangka tersebut secara sistematis 

mencakup aspek-aspek utama yang menjadi motivasi di balik kepentingan 

nasional Indonesia era Presiden Joko Widodo di Laut Natuna Utara. Pendekatan 

ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana kepentingan nasional di 

Indonesia selaras dengan posisi strategis Laut Natuna Utara. 

 

 

 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

 

Penelitian ini akan mengidentifikasi kepentingan nasional Indonesia era 

Presiden Joko Widodo di Laut Natuna Utara. Terjadinya klaim sepihak Tiongkok 

di Laut Tiongkok Selatan melalui peta Nine Dash Line menyebabkan beberapa 

negara kawasan termasuk Negara Indonesia bersinggungan terhadap wilayah 

Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE). Hal tersebut memicu konflik antar negara karena 

masing-masing negara mementingkan kepentingan negaranya. Wilayah Laut 

Natuna Utara merupakan salah satu kawasan yang bersinggungan dengan klaim 

tiongkok tersebut. Pemerintah Indonesia era Presiden Joko Widodo merespon 

klaim Tiongkok dengan tujuan untuk kepentingan nasional. Peneliti akan 

menggunakan bantuan dari teori kepentingan nasional (national interest) menurut 

Donald E. Nuechterlein dengan menggunakan indikator analisis defence interest, 

economic interest, world older interest, and ideological interest sehingga dapat 

membantu peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian. Melalui penjelasan 

tersebut, maka penelitian ini menghasilkan kerangka pemikiran, sebagai berikut: 
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Gambar 3. Kerangka Pemikiran 

(Sumber : diolah oleh peneliti)  
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III.  METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Tipe Penelitian 

 

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

tipe kualitatif deskriptif. Tipe penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan 

yang menekankan pada penggunaan deskripsi verbal daripada mengandalkan 

angka atau kuantifikasi dalam proses analisis dan pengumpulan data. Dalam 

konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk 

memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti dengan 

menjelaskan secara detail deskriptif. Dengan fokus pada kata-kata dan narasi, 

penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kompleksitas 

dan konteks dari subjek penelitian dengan lebih baik, serta menyediakan ruang 

bagi interpretasi yang lebih luas dan mendalam terhadap data yang diperoleh 

(Bryman, 2012). 

Penulis memilih untuk menggunakan metode penelitian kualitatif 

deskriptif karena penulis menganggap lebih sederhana dan memudahkan proses 

penelitian. Dalam metode penelitian kualitatif, data yang digunakan penulis 

berupa pernyataan tertulis atau lisan, yang memungkinkan peneliti untuk 

mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang subjek penelitian. Penelitian 

kualitatif memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengembangkan gambaran 

yang lebih lengkap dan mendalam tentang masalah yang diteliti, sehingga 

memperkaya pemahaman penulis tentang fenomena tersebut. Selain itu, dengan 

metode ini, penulis dapat mendeskripsikan peristiwa secara cermat, logis, dan 

objektif. Penelitian kualitatif deskriptif ini dilakukan peneliti untuk dapat 

menjelaskan kepentingan nasional Indonesia era Presiden Joko Widodo di Laut 

Natuna Utara. 
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3.2 Fokus Penelitian 

 

Penelitian ini melibatkan banyak topik di dalamnya baik dari 

pendeskripsian permasalahan penelitian hingga penganalisisan bahasan inti 

permasalahan itu sendiri, maka dari itu penting bagi penelitian ini untuk memuat 

fokus penelitian, yakni melakukan analisis mengenai kepentingan nasional 

Indonesia era Presiden Joko Widodo di Laut Natuna Utara dengan dengan batasan 

waktu pada periode pertama Presiden Joko Widodo, yakni dari tahun 2014 hingga 

2019. Selain itu, penelitian ini akan berfokus pada teori kepentingan nasional 

dengan indikator analisis defence interest, economic interest, world older interest, 

and ideological interest menurut Donald E. Nuechterlein, atas kepentingan 

nasional Indonesia. 

 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

 

Jenis data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah data 

sekunder. Data sekunder mempunyai definisi sebagai data yang dikumpulkan atau 

dianalisis oleh penelian terdahulu. Analisis data ini umumnya dilakukan oleh 

individu lain atau peneliti sebelumnya yang telah melakukan penelitian terkait 

sebuah topik (Bryman, 2012). Sumber data yang digunakan penulis pada 

penelitian ini adalah melalui triangulasi sebagai pendekatan untuk mengumpulkan 

data. Triangulasi melibatkan penggunaan lebih dari satu sumber data dalam 

analisis peristiwa tertentu. Triangulasi membantu peneliti dalam mengumpulkan 

data dari beberapa sumber yang berbeda, yang fokusnya terutama pada metode 

analisis dan sumber data yang digunakan (Bryman, 2012). 

Adapun triangulasi sumber data itu sendiri berasal dari beberapa laman 

daring yang tidak hanya mengandalkan sumber data tunggal. Setelah peneliti 

mengumpulkan seluruh data, peneliti akan meninjau dan mengelompokkannya ke 

dalam beberapa kategori. Data yang tidak relevan akan dieleminasi, sementara 

yang relevan akan dijadikan sebagai informasi tambahan. Dalam penelitian ini, 



18 
 

 
 

peneliti memperoleh sumber data dari berbagai penelitian terdahulu baik berupa 

buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, website resmi pemerintah Indonesia seperti 

pernyataan pers dari Kementerian Luar Negeri (www.kemlu.com), pernyataan 

pers dan dokumen resmi sidatik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk 

(www.kkp.go.id), pernyataan pers dari Kementerian Komunikasi dan Informatika 

Republik Indonesia (www.kominfo.go.id), berita terkini dari Sekertariat Kabinet 

Republik Indonesia (www.setkab.go.id), berita terkini dari Kementerian 

Sekeretariat Negara Republik Indonesia (www.setneg.go.id), berita terkini dari 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(www.menpan.go.id),  data kelautan dari Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut 

(www.ihdc.pushidrosal.tnial.mil.id), dokumen Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (www.bphn.com), dan berita 

terkini dari Natunakab (www.natunakab.go.id). Selain itu, peneliti memperoleh 

hasil pidato, wawancara, dan data melalui laman daring atau media berita online 

seperti seperti Kompas, British Broadcasting Corporation (BBC), Tiongkok Daily 

Mail, Deustche Welle (DW), Antara Babel, Jakarta Post, Antara News, Kata Data, 

Cable News Network (CNN), Maritim News, Republica, Berita Satu, Okezone, 

Koran Tempo, iNews, dan Kontan. 

 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 

Dalam proses pengumpulan data, penulis menerapkan metode 

dokumentasi kualitatif. Pendekatan ini melibatkan penyelidikan mendalam 

terhadap berbagai dokumen tertulis yang relevan dengan topik penelitian. 

Dokumen-dokumen ini bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk dokumen 

publik seperti hasil rapat, artikel surat kabar, situs web resmi, undang-undang, 

peraturan, dan laporan resmi pemerintah. Selain itu, penulis juga memperoleh 

dokumen-dokumen yang bersifat lebih pribadi atau tertutup, seperti buku harian, 

jurnal pribadi, surat, maupun email (Cresswell & Cresswell, 2018). 

Pada penelitian ini sendiri penulis mengumpulkan data dokumen melalui 

literatur buku, hasil rapat, laporan resmi dari sejumlah lembaga negara maupun 

http://www.kemlu.com/
http://www.kkp.go.id/
http://www.kominfo.go.id/
http://www.setkab.go.id/
http://www.setneg.go.id/
http://www.menpan.go.id/
http://www.ihdc.pushidrosal.tnial.mil.id/
http://www.bphn.com/
http://www.natunakab.go.id/
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laman resmi, berita, majalah, undang-undang, peraturan negara maupun non 

negara, artikel-artikel daring, serta hasil rapat dari sejumlah organisasi 

internasional dan juga negara. Data-data ini kemudian digunakan peneliti untuk 

mencari dan menjelaskan kepentingan nasional Indonesia era Presiden Joko 

Widodo di Laut Natuna Utara. Meskipun terdapat banyak data yang peneliti 

dapatkan mengenai topik ini, namun peneliti melakukan pengelompokan data 

untuk mempermudah analisis yang disusun berdasarkan fokus peneliti yaitu 

melakukan analisis mengenai kepentingan nasional Indonesia era Presiden Joko 

Widodo di Laut Natuna Utara dengan dengan batasan waktu pada periode pertama 

Presiden Joko Widodo tahun 2014 hingga 2019. 

 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

 

Terdapat tiga tahapan yang digunakan penulis untuk menganalisis data, yaitu 

kondensasi data, tampilan data dan terakhir penarikan kesimpulan atau 

pemverifikasian  (Miles et al., 2014). 

 

 

3.5.1 Kondensasi Data 

 

Kondensasi data atau yang dapat juga disebut sebagai pemadatan 

data, ini mengarah pada prosedur penentuan, pengkonsenterasian, 

simplifikasi, pengabstrakan dan juga proses transfer sebuah data yang 

hadir pada sebuah catatan tertulis yang timbul pada saat di lapangan atau 

saat penelitian, skrip wawancara, dokumen, serta data nyata yang lain. 

Melalui kondensasi, diyakini dapat menjadikan suatu data menjadi lebih 

kokoh. Kondensasi data sendiri merupakan sebuah model analisis yang 

dapat mengasah, menyeleksi, mengkonsentrasikan, menghapus serta 

menyusun data menjadi sebaik mungkin sampai dapat divalidasi/verifikasi 

dan diambil kesimpulan akhir (Miles et al., 2014). 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik kondensasi data, 

dimana penulis telah melakukan penyeleksian terlebih dahulu mengenai 
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data mana yang akan diambil dan mana yang tidak perlu diambil. Setelah 

itu, penulis akan melakukan pengkonsenterasian mengenai topik yang 

akan diteliti yakni mengenai kepentingan nasional Indonesia era Presiden 

Joko Widodo di Laut Natuna Utara. Lalu, penulis akan menghapus data-

data yang dirasa kurang sesuai dengan pengkonsenterasian tersebut dan 

selanjutnya penulis akan menyusun data-data yang telah di analisis untuk 

ditulis di dalam penelitiannya agar lebih berkesinambungan antara satu 

dengan yang lainnya. 

 

 

 3.5.2 Tampilan Data  

 

Pada dasarnya, tampilan merupakan sekelompok informasi yang 

tersusun dan tersederhanakan yang nantinya dapat dilakukan untuk 

mengambil kesimpulan dan respons. Tampilan data yang bagus dan baik 

merupakan kunci utama pada teknik analisis data kualitatif yang kokoh. 

Tampilan direncanakan agar dapat memperoleh informasi yang tersusun 

secara lebih sederhana serta dapat digunakan secepatnya sehingga 

penganalisisan dapat menyimpulkan mengenai hal yang sedang dialami 

dan dapat mengambil kesimpulan yang dirasa perlu direvisi ataupun 

meneruskan ke tahapan analisis selanjutnya. Merencanakan tampilan 

dengan menentukan data kualitatif mana yang akan dipakai dan jenis data 

kualitatif apa yang perlu dipakai merupakan bagian dari analisis. Tampilan 

yang cenderung terorganisir dan kokoh dapat membuat analisis semakin 

baik (Miles et al., 2014).  

Pada penelitian ini, penulis menentukan jenis data apa yang perlu 

dimasukkan ke dalam penelitian ini dengan segala pertimbangan seperti 

data mana yang lebih efektif dan akurat untuk dipakai, setelah menentukan 

hal tersebut barulah peneliti memasukkan data yang dirasa cocok pada 

penelitian ini. Selain itu juga, pada tahap menganalisis data, dari 

banyaknya data yang telah dianalisis oleh penulis, penulis hanya 

memasukkan data yang sesuai dengan topik penelitian karena dari semua 

data yang telah diperoleh penulis tidak seluruhnya bisa masuk ke dalam 
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penelitian. Pada tampilan data ini juga, penulis menampilkan beberapa 

datanya berupa teks naratif, gambar infografis dan peta. 

 

 

 3.5.3 Pengambilan dan Pemvalidasian Kesimpulan 

 

Pengambilan kesimpulan yang baik harus dapat menjaga 

keterbukaan mengenai pendapat dan dapat kritis pada penelitiannya, 

namun demikian penulis tetap dapat mengambil kesimpulan dari 

penelitiannya. Mungkin pada awalnya suatu kesimpulan tersebut belum 

jelas terlihat, namun lambat laun akan semakin jelas dan semakin logis. 

Tahap selanjutnya pada pengambilan kesimpulan ini adalah 

pemvalidasian. Peneliti perlu memvalidasi kembali dengan mengecek 

kembali catatan tertulis yang terdapat di dalam lapangan atau penelitian. 

Hal-hal yang hadir melalui data perlu dicek kembali keakuratan dan 

kelogisannya agar pemvalidasian tersebut muncul (Miles et al., 2014). 

Pada penelitian ini, setelah penulis mengambil kesimpulannya dari data-

data yang telah dianalisis, penulis mengecek kembali keakuratan dan 

kelogisan data-data tersebut agar validitas data pada analisis dapat terbukti 

adanya dan data tersebut tidak hanya data sembarangan yang dipakai oleh 

penulis akan tetapi kebenarannya pun dapat diakui oleh penulis. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

 Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki wilayah 

laut yang luas dan kaya akan sumber daya alam, termasuk perairan strategis 

seperti Laut Natuna Utara. Laut ini merupakan bagian dari Zona Ekonomi 

Eksklusif (ZEE) Indonesia, yang memberi hak kepada negara untuk mengelola 

sumber daya alam di wilayah tersebut. Namun, Laut Tiongkok Selatan, yang 

sebagian besar diklaim oleh Tiongkok melalui peta Nine Dash Line, menjadi 

sumber sengketa antara negara-negara di kawasan, termasuk Filipina, Vietnam, 

dan Malaysia. Meskipun Indonesia bukan pihak yang terlibat langsung dalam 

konflik ini, klaim Tiongkok atas perairan Natuna yang merupakan bagian dari 

ZEE Indonesia memicu ketegangan. Pada era pemerintahan Presiden Joko 

Widodo, Indonesia mulai lebih tegas dalam melindungi kepentingan nasional di 

kawasan Natuna dan menghadapi klaim Tiongkok dengan kebijakan yang 

bertujuan menjaga kedaulatan dan stabilitas keamanan maritim. Pemerintahan 

Joko Widodo memiliki visi disebut sebagai Poros Maritim Dunia yang selaras 

dengan Kepentingan nasional Indonesia di Laut Natuna Utara.  

Penelitian ini menggunakan indikator konsep dari Donald E Nuechterlein 

dalam menjelaskan bagaimana kepentingan nasional Indonesia di Era Presiden 

Joko Widodo di Laut Natuna Utara. Kepentingan nasional tersebut meliputi 

kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, kepentingan tata internasional, 

dan kepentingan ideologi. Pada kepentingan pertahanan, Indonesia di Laut Natuna 

Utara sangat penting karena lokasinya yang strategis sebagai jalur perdagangan 

internasional dan kekayaan sumber daya alamnya. Pemerintah Indonesia, di 

bawah Presiden Joko Widodo, berupaya memperkuat kehadiran militer di Natuna 

untuk melindungi kedaulatan dan keamanan wilayah, serta tetap mengedepankan 

pendekatan diplomasi pertahanan dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan. Pada 

kepentingan ekonomi, Kepulauan Natuna memiliki potensi ekonomi besar, 
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terutama dalam sektor minyak, gas, perikanan, dan pariwisata, yang sangat 

penting bagi ketahanan energi dan kesejahteraan nasional Indonesia. Pengelolaan 

wilayah ini menjadi prioritas untuk melindungi sumber daya alam yang melimpah 

dan memaksimalkan manfaat ekonomi. Pada kepentingan tata internasional, 

Indonesia Indonesia berupaya untuk berperan aktif dalam mendorong 

penyelesaian damai sengketa Laut Tiongkok Selatan melalui diplomasi dan 

penguatan militer, dengan fokus menjaga stabilitas regional dengan tujuan untuk 

mendorong negara-negara pengklaim menyelesaikan sengketa secara damai dan 

kooperatif. Pada kepentingan ideologi, Indonesia menjaga kedaulatan dan hak atas 

sumber daya laut di sekitar Kepulauan Natuna menegaskan komitmennya 

terhadap identitas nasional sebagai negara maritim. Ini juga memperkuat 

kesadaran akan nilai strategis dan budaya wilayah laut Indonesia dalam konteks 

pembangunan nasional dan integritas teritorial.  

Penelitian mengenai kepentingan nasional Indonesia di Laut Natuna Utara 

pada era Presiden Joko Widodo (2014-2019) menunjukkan bahwa kepentingan 

nasional di Laut Natuna Utara memiliki fokus utama pada upaya menjaga 

kedaulatan dan keamanan wilayah, terutama dalam menanggapi klaim sepihak 

oleh Tiongkok. Langkah-langkah tegas, seperti penerbitan Peraturan Presiden 

Nomor 41 Tahun 2022, memperlihatkan komitmen Indonesia dalam mengelola 

kawasan tersebut secara strategis dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan 

prioritas utama kebijakan pertahanan yang dominan pada era ini, di mana 

penguatan sarana dan prasarana pertahanan keamanan menjadi bagian penting dari 

usaha pemerintah untuk menjaga kedaulatan serta stabilitas wilayah perbatasan. 

Dengan demikian, fokus utama Indonesia adalah perlindungan kedaulatan dan 

keamanan, yang merupakan salah satu tujuan utama kebijakan nasional di 

kawasan ini. Selain aspek pertahanan, pengelolaan sumber daya alam dan 

pengembangan ekonomi juga menjadi prioritas utama kebijakan di Laut Natuna 

Utara. Potensi besar dari cadangan minyak, gas, dan sektor perikanan di kawasan 

tersebut menjadi faktor pendorong bagi pemerintah untuk melindungi dan 

memanfaatkannya bagi kepentingan nasional. Pembangunan kawasan ekonomi 

khusus (KEK) di Kabupaten Natuna merupakan salah satu strategi penting dalam 

mengoptimalkan potensi ekonomi wilayah.  
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Di sisi lain, isu tata kelola internasional dan ideologi tidak menjadi 

prioritas utama dalam kebijakan terkait Laut Natuna Utara. Walaupun Indonesia 

tetap berpartisipasi dalam forum internasional dan menjaga hubungan baik dengan 

negara-negara tetangga, keputusan yang diambil lebih berfokus pada kepentingan 

pragmatis, yaitu pertahanan dan ekonomi. Kepentingan ini tidak hanya bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah tetapi juga memperkuat peran 

Indonesia sebagai poros maritim dunia, sesuai dengan visi pemerintahan Joko 

Widodo yang menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, di mana Laut 

Natuna Utara memiliki peran penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai  

kekuatan maritim yang penting di kawasan Asia-Pasifik. 

 

 

5.2 Saran  

 

 Melalui penelitian berjudul "Kepentingan Nasional Indonesia Era Presiden 

Joko Widodo di Laut Natuna Utara," peneliti menganjurkan beberapa saran 

kepada akademisi Hubungan Internasional dan peneliti lainnya yang tertarik 

dengan isu kepentingan nasional Indonesia di Laut Natuna Utara. Peneliti 

menyarankan agar akademisi Hubungan Internasional yang berminat pada topik 

ini melanjutkan pembahasan mengenai kepentingan nasional Indonesia di Laut 

Natuna Utara dengan menggunakan teori kepentingan nasional, baik dalam 

konteks kerjasama antar negara maupun upaya Indonesia di forum internasional 

yang belum dibahas lebih dalam dalam penelitian ini. Dengan demikian 

diharapkan penelitian yang lebih baik sehingga mampu memberikan kontribusi 

pengetahuan secara komprehensif.  
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